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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa penyelengparaan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil
sangat penting sebagai dokumen kependudukan untuk perencanaan
pembangunan, sekaligus sebagai bukti identitas diri penduduk;

bahwa untuk mendukung teriaksananya peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, maka ketentuan-ketentuan yvang mengatir pendafiaran
pendnduk dan akta catatan sipil termasuk tanif retribusinya sebagaimana
vang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 perlu ditinjau
dun diadakan pengaturan kembali sesuai dengan perkembangan keadaan
saat ini;

bahwa berdasarkan perhmbangan scbagaimana dimaksud pada huref a
dan huruf b, perly menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pelayanan dan Pendafiaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil
di Kabupaten Musi Rawas.

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 11 dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara

RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R! Nomor
1913);

Undang-Undang RI Normor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daersh dan
Retribusi Daerah {Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara No. 3685), scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomeor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Iembaran Negara Nomor 4048);

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
{Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara R1 Nomor 4235);

Undang-Undang RI1 Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Noror 53, Tambahan Lembaran Negara RE Nomor 4389);

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4437), sebagaimans telah diubah dengan
Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi
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Menetapkan

Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 108,
Tambahan I.embaran Negara RI Nomor 4548);

6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintashan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4438 );

7. Peraturan Pemeriniah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3952);

8. Peraturan Pemcrintah RI Nomor 66 Tahan 2001 tenfang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara R Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tabun 2005 ieniany Pemindahan
Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Kota Lubuk Linggau ke Wilayah
Kecamatan Muara-Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Negara RI

Talun 2005 Nomor 120, Tambaban Lembaran Negara R1 Nomor
4559y,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSIRAWAS

dan
BUPATI MUSIRAWAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Balam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawes.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

A e

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutmya disingkat DPRI)
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

5. Dinas adaleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
Rawas.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Musi Rawas.
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7. Penvelengparaan Pendaftaran Penduduk adalah bagian kerangka Sistem
Infomasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang merupakan
keseluruhan aspek kegiatan pendafiaren pengelolaan dan penyajian
informasi data penduduk berasal dari pembuatsn NIK, KTP, kartu
Keluarga dan surat-surat keterangan kependudukan;

8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing vang
bertempat tinggat di Indonesia.

9. Penduduk Tinggal Sementara adalah Warga Negara Indonesia vang
bertempat nggal di luar domisili ashi atau tempat tinggal tetapnya
dengan Surat Keterangan Tinggal Sementara.

10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami
ister3, atau suami isiri dan anaknya, atay ayah dan anakmya, atau ibu dan
anakniya, dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga.

11. Kepala Keluarga adalah :

a. Orang yang berfempat tinggal bersama dengan orang lain baik
mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab
dalam keluarga itu. '

b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.

¢. Kepala asrama, rumah pesantren dan fain-lain dimana beberapa
orang bertempat tinggal bersama-sama.

12. Anggota keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan
bertempat tinggal dalam svate bangunan dengan kepala keluarga,
karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.

13.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK
adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal
dan melekat pada seseorang yang terdafiar sebagai penduduk Indonesia.

14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KX adalah kartu
identitas keluarga yang memuat data fentang nama, susunan dan
hubungan dalamo keluarga, serta karakteristik anggota keluarca.

15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah
bukti din sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh
Pemerintah Kabupaten yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

16.Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku
yang mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh sescorang yang
dibuat untuk setiap kelvarga dan diperbarui minimal sekali setiap tahun
sebagai bukti bahwa yang bersangkutan menjadi penduduk di desa/
kelurahan. Untuk Penduduk Tinggal Sementara dan Orang Asing dibuat
BIP Sementara.

17. Buke Mutasi Penduduk adalah buku yvang digunakan intuk mencatat
perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang
menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor
urat KX di desa/kelurahan,

18. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang
setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan
vang dialami, meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati,
Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah dan Datang,
Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat
Tinggal dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
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19. Mutasi biodata adalah perubahan data diubah ganti nama, pefrkax}finan,
perceraian, pengangkatan anak, penganut agama, ganti kerja, tingKat
pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.

20. Akia catatan sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi
pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil.

21. Kutipan akta adalah catatan yang dikutip dari Akia Catatan Sipil dan
merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun
pihak ketiga mengenat kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian,
pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan dan perubahan nama.

22.Kutipan akta kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta Catatan Sipil
yang kedua dan’seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas instansi
vang berwenang karena Kutipan Akta yang asli {pertama) hitang, rosak
musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak vang
berwajib.

23. Salinan akta adalzh salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil.

24. Tanda bukti pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Dinas/
- Instasi yang berwenang atas pelaporan yang dilakukan warga Negara
Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagd vang bukan
beragama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftarkan di luar
negert.

25. Surat keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang
berwenang mengenal soai hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan
oleh Dinas yang bersangkutan,

26.Legalisit adalah pengesahan foto copy Akta Catatan Sipil vang
disyahkan oleh Kepala Dinas. '

27.Lahir mati adalah kelahiran bayi yang mati diatas 7 {tujuh) bulan usia
kandungaanva.

28. Pendafiaran penduduk adalsh proses registrasi penduduk yang meliputi
pendataan biodata, penduduk remtan dan pelaporan atas peristiwa
kependudukan, serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas,
kartu atau keterangan yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara.

29.Pindah dan datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tingpal
untuk menetsp karena perpindaban dari tempat yang lama ke fempat
yang bar.

30. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan
sebagal suan isterl dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangea
vang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

31. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri
yang disebabkan karena adanya alasan-alasan sebagal berikut :

a. Salah satn berbuat zinah atau menjadi pemabuk / pamadat ataupun
judi dan lain scbagainya yang sukar disernbuhkan.

b. Salah sate pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tabun
berturut-turnt tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan vang sah atau
karena hal lain di luar kemampuannya,

¢. Salah satu pit:ak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
vang membahayakan pihak lain. _

d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atan penyakit dengan
akibat-akibat vang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
susgmi isteri,
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e. Amntara suani dan isteri teras menerus berselisih dan bertengkar dan
tidak ada harapan akan hidup raloun lagi dalam rumah tangga.

32. Pengakuan anak adalah seseorang atan pasangan suami isteri baik WNI
maupun WNA mengadopsi anak orang lain yang mempunyai kekuatan
yang sah berdasarkan putusan pengadilan.

33. Pengesahan anak adalah pernberian dokumen kependudukan oleh Dinas
mstansi berwenang baik WNI maupun WNA

BABIH
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
_Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pendaftaran Penduduk, Penerbitan Akdta Catatan
Sipil, Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan dipungut relribusi
sebagai syarat pembayaran atas pelayanan pendafiaran penduduk dan
pembuatan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten berupa pelayanan pendafaran penduduk dan Akta
Calatan Sipil untuk rajuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmafi oleh orang pribadi :

a. Biaya pelayanan pendafiaran penduduk, terdiri dari :
- Biaya pelayanan kartu keluarga
- Biaya pelayanan kartu tanda penduduk WNI
- Biaya pelayanan kartn tanda penduduk WNA
- Biaya pendafiaran kelahiran penduduk WINI
- Biaya pendaftaran kelahiran penduduk WNA
- Biaya pendafiaran kematian penduduk WNI
- Biaya pendaftaran kematian penduduk WNA
~ Biaya pendaftaran Iabir mati penduduk WNI
- Biaya pendaftaran lahir mati penduduk WNA
- Biaya pendafiaran penduduk WNI
- Biava pendafiaran penduduk WNA
- Biaya penerbitan pendaftaran pendnduk sementara
- Biaya pendafiaran pindash penduduk WNI
- Biaya pendaftaran pindah penduduk WNA
- Biaya surat keterangan tempat tinggal
- Biaya surat keterangan perubahan status kewarganegaraan
- Blanko karmu keluarga
- Blanko kartu tanda penduduk
- Blanko surat keterangan terdafiar
- Formulir biodata pendafiaran penduduk ( N1IK )
b. Biaya pembuatan Akta Catatan Sipil, yaitu :
~ Akta kelahiran
- Akta perkawinan
- Akta perceraian
- Akta pengesahan dan pengakuan anak
- Akta pengangkatan anak atau adopsi
- Akta ganti nama bagi WNA
- Akda kematian
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¢c. Jasa pelayanan kutipan dafiar kependudukan bagi pihak ketiga

Pasal 4

Subjek tetribusi adalah orang pribadi dan badan hukum yang melakukan
pembayaran atas pelayanan yang disediakan Pemerintah Kabupaten berupa
pelayanan Pendafiaran Penduduk ateu Akta Catatan Sipil.

BAB I
GOLONGAN RETRIBUSI
" Pasal 5

Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan
sebagai retribusi jasa umum.

BABIV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 6
Peymmgutan refribusi dilakukan di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

BABV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 7
(1) Pemungutan retribusi fidak dapat diborongkan.

(2} Retribusi dipungut pada saat penduduk mengajukan permohonan
pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akia Catatan Sipil
serta surat-surat yang lain yang berhmbungan dengan kependudukan.

{3) Setiap pungutan retribusi sebagatmana dimaksud pada ayat 1 dilakukan
dengan memberikan tanda bukti setor pembayaran.

{4} Hasil pungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah,

BAB VI
HAK DAN KEWAITIBAN
Pasal 8

Setiap penduduk dan penduduk tinggal sementara berhak mendapatkan

pelayanan dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akia Catatan
Sipil.

Pasal 9

(1) Setiap penduduk dan penduduk tinggal sementara, wajib mendaftarkan
diri kepada Pemerintah Dasrah melalui Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten yang berwenang.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk jupga kewajiban
untuk melaporkan setiap mutasi biodata yang terjadi.

o
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Setiap kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan anak,
Adopsi Anak, kematian wajib didafiarkan dan memiliki Akta Catatan
Sipil.

Pendafiaran penduduk dan pembuatan Akia Catatan Sipil sebagaimana
dimaksud ayat {3) dilakukan dan diajukan kepada kepala Dinas.

+BAB VI
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN { NIK )
Pasal 10

Setiap penduduk wajib memiliki NIK.

NIK diberikan kepada sescorang sejak vang bersanghkutan didaftar
sebagai penduduk di wilayah Indonesia.

NIK seseorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat
dipergunakan oleh penduduk lain.

BAR VIII
FENDATTARAN PENDUDUK.
Bagian Kesatu
Pelaporan Kelahiran dan Lakir Mati
Pasal 11

Sectiap kelahiran wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan
setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal
kelghiran,

Setiap kelahiran wajib dilaporkan dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 60 hari sejak tanggal kelchiran, guna diterbitkan Akta
Kelahirannya.

Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka wakta sebagaimana
dimaksud ayat (2) maka akan diterbitkan Akfa Kelahiran Terlambat,

Pasal 12

Kelahiran bayi yang mati distas 7 {tujuh) bulan usia kendungannyn
wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan. '

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan surat
ieterangan lahir mati.

Bagian Kedua
Pelaporan Kematian
Pasal 13
Setiap kematian ‘wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan
dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian;
Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku
Induk, Bukw Mutasi Kependudukan, dan Kartu Kcluarga serta
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diterbitkan  Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh
Camat. :

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan
Pasal 14

Setiap perpindahan penduduk dan penduduk tinggal sementara wajib
melapor kepada Kepala Desa/Keluraban setempat .

Pasal 15

Setiap perpindahan penduduk dan pendeduk tinggal sementara antar
Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi dicatat dalam Buku
Induk Penduduk dan Buke Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat
Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Camat dan tembusannya
disampaikan kepada Bupati.

Pasal 16

Perpindahan penduduk dan penduduk tinggal sementara dalam lingkungan .'
satu Kelurshaw/Desa hanya merupskan perubaban alamat tempat tinggal
dan tidak diterbitkan surat keterangan pindab.

Bagian Keempat
Kedatangan dan Pendafiaran
Pasal 17

(1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan
perpindahan, wajib mendafiar kepada Kepala Desa/Kelurahan dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari scjak tanggal kedatangannya.

{2) Kedatangan penduduk Warga Negara Asing (penduduk tinggal
semientara) yang dialokasikan perpindaban amtar daerah dalam wilayah
Negara Indonesia wajtb mendaftar kepada Bupati melalui Kepala Dinas
dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak tanggal kedatangannnya.

(3) Kedatangan penduduk tinggal sementara darl Negara lain wajib
mendaftar kepada Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka walktu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) harl kerja sejak tanggal
kedatangannya.

(4) Kedatangan schagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dapat '
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati. '

Pasal 1§

(1) Pendaftaran kedataflgan penduduk Warga Negara Indonesia diterbitkan
Surat Keterangan Pendafiaran Penduduk dan Kartu Keluarga serta
dicatat dalam Bukn Induk Penduduk.

(2) Pendaftaran kedatangen pendudok Warga Negara Asing diterbitkan
Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Kelvarga seria
dicatat dalam Buku Induk Sementara.
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(3) Pendaftaran penduduk tinggal sementara diterbitkan Surat Keterangan
Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara dan Surat Ketersngan
Tempai Tingoal serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara.

Bagian Kelima
Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan
Pasal 19

(1) Sectiap perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat
penetapan dari instansi yang berwenang wajib melapor kepada Bupati.

(2} Bupati mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
menerbitkan surat keterangan perpindahan status kewarganegaraan.

(3} Perubahan stams kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dapat diterbitkan NIK, KX dan KTP.

Bagian Keenam
Perubahan Status Kependudukan
Pasal 20

(1) Setiap perubahan status kependudukan dari Penduduk Tinggal
Sementara menjadi Penduduk Tetap dapat diberikan setelah yang
bersangkutan memperoleh Surat Keierangan kependudukan dari Dinas,

{(2) Percbahan status kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1)
didafiarkan kepada Pemerintah Dacrah untuk memperoleh surat
keterangan pendaftaran penduduk.

{3) Pendafiaran perubshan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan avat {2)
diterbitkan NIK, KX dan Kartu Tanda Penduduk.

Bagian Ketujuh
WMutasi Biodata
Pasal 21

Setiap terjadi mutasi biodata wajib didaftarkan kepada Kclurahan / Kepala
Desa dan dilaporkan kepada Bupati.

Pagal 22

Pendafiaran Mutast Biodata sebagaimana dimaksud Pasal 21 dicatat dalam
Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Karty
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

BAB IX
KARTU KELUARGA
Pasal 23
{1} Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
(2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan dam semun
anggota kehiarga,
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Pasal 24

Kartu Keluarga dilanda tangam oleh pejabat yang berwenang dalam
rangkap 4 (empat) dan diterbitkan masing-masing untuk :

a. Kepala Keluarga (lembaran pertama)
b. Ketua RT (Jembaran kedua)

Kepala Desa/Lurah (lembaran ketiga)
Camat (lembaran keempat)

o o

BARX
KARTU TANDA PENDUDUK
Pasal 25

Karta Tanda Penduduk dicetak pada bahan dasar kertas sekurid
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tabun atau telah / pernah kawin,
wajib memiliki Kartu Tanda Penduduic.

(2) Setiap penduduk hanya memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.
(3) Kartu Tanda Penduduk WNA diberi keterangan WNA.

Pasai 27
(1) Kartu Tanda Penduduk berlaku 5 tahun.

{2) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 ( enam puluh}
tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

(3) Ketentuan sebagaiman dimaksud ayat (2) hanya berlaku bagi Warga
Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak rterlibat
langsung dengan organisasi terlarang.

Pasal 28

Kartu Tanda Penduduk ditanda tangani oleh Bupati atau pejabat yang
diberi delegasi kewenangan.

BABXI
PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
Bagian Pertama
Pencatatan Perkawinan
Pasaj 29

(1) Kutipan Akta Perkawinan Penduduk WNI dan WNA diberikan kepada
penduduk beragama selain Islam. ’

(Z) Persyaratan penerbitan Akta sebagaimana dimaksud ayat (1} diator
dengan Keputusan Bupati.
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Bagian Kedua
Pencatatan Perceraian
‘Pasal 30

(1) Kutipan Akta Perceraian Penduduk WNI dan WNA diberikan kepada
penduduk beragama selain Islam.

(2) Persyaratan penerbitan Akta sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur
dengan Keputnsan Bupati,

BAB XU
PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 31

(1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemeriniah Daerah yang
dikelola oleh Dinas yang berwenang harus dipelihara dan dilindungi.

(2) Data Kependudukan sebagai kumpulan elerzen data strokiur dipercleh
dari hasil pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua
Pengolahan Data
Pasal 32

(I).Pengolahan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan
pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Dinas yang herwenang.
dengan memanfaatkan teknologi komputer.

{(2).Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan
pendafiaran penduduk secara fisik disimpan pada Dinas/Instansi yang
diberi delegasi kewenangan,

Bagian Ketiga
Pelaporan
JPasal 33

(1) Kepala Desa / Kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran
penduduk diwilayahnya kepada Camat setiap bulan.

(2} Camat wajib melaporkan data hasil pendafiaran penduduk kepada
Dinas Instansi yang diberi delegasi kewenangan setiap bulan.

(3) Dinas Instansi yang diberi delegasi kewenangan wajib melaporkan data
hasil pendaftaran penduduk diwilayahnya kepada Bupati setiap tiga
bulan.

BAB X1
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
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KEGIATAN JENIS PELAYANAN 1(‘;‘{1:.1)‘?

i 2 3
Pendaftaran - Biaya Pelayanan Kartu Keluarga 5.000,-/Set
Penduduk - Biaya Pelayanan Kartu Tanda Pendudok WNI 7.500,~/Lbr

- Biaya Pelayanan Kartu Tanda Penduduk WNA 15.000,-/Lbr
- Biaya Pelayanan Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNI 2.500,-/Org
- Biaya Pelayanan Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNA 10.600,-/Org
- Biaya Pendafiaran Kematian Penduduk WNI 2.500,-/Org !
- Biaya Pendaftaran Kematian Penduduk WNA 10.000,-/Org
- Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNI 2.500,-/Org
- Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNA 10.000,~/Org
- Biaya Pendaftaran Penduduk WNJ 5.000,-/Org
- Biaya Pendaftaran Penduduk WNA 20.000,-/Org
- Biaya Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara 18.000,-/Org
- Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNI 5.000,-/Org
- Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNA 20.600,-/Org
- Biaya Surat Keterangan Tempat Tinggal 5.000.-/Org
- Biaya Surat Keterangan Perabahan Status Kewargancgaraan 15.000,-/Org
- Blanko Kartu Keluarga 5.000,/KK
- Blanko Kart Tanda Penduduk 3.500,-Lbr
- Formulir Pendaftaran Penduduk 3.500,-/8et
- Burat Keterangan Kependudukan Laianya 3.000,-/Set
- Blanke Surat Keterangan Terdaftar 1.500,-/Lbr
- Jasa Pelayanan Data Kependudukan Pihak Ketiga 250.000,-/Set
- Biaya Pembuatan Akta Kelahiran Terlambat / Dispensasi 25.000,-/Lbr |
- Kutipan Akta Kelahitan ke 2 kali dan seterusnya untuk WINI 25.000,-/Lbr
- Kutipan Akta Kelahiran ke 2 kali dan scterusnys unfuk WNA | 3 0.000.-/Lbr
Akta Catatan | - Biaya Pembuatan Akia Perkawinan WNI 20.000,-/1.br
Sipil - Biaya Pembuatan Akta Perkawinan WNA 50.000,~/Lbr
- Biaya Pembuatan Akta Perceraian WNI 50.000,-/Lbr
- Biaya Pembuatan Akta Perceraian WNA 160.000,-/Lbr
- Biaya Pembuatan Akta Kematian WNI 10.000,-Lbr
- Biaya Pembuatan Akia Kematian WNA. 20.000,-/Lbr
- Biaya Akta Pengakuan dan Pengesahan Ansk WNI 5.000,-/Lby
- Biaya Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak WNA 100.009,-/Lor
- Biaya Pembuatan Akia Ganti Nama bagi WNA 50.000,-/T.br
- Biaya Legalisir 1.000,-/Lbr
- Biaya Alta Pengangkatan. Anak atau Adopsi 50.000,~Lbr

BAB XIV
PENYIDIXK AN
Pasal 35

(1) Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertenmu di
hngkungan Pemerintah Daerah  diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi
dacrah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor & Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana.
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{2) Wewenang Penyidik schbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a, Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang refribusi Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Menehiti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah,

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatstan dan dokumen-dokumen lain, seria
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f Meminta bantuan tenaga 2hii dalam rangka pelaksanaan tugas
penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

g. Menyursh berhenti dan ataw melarang seseorang meninggaikan
thangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa idéntitas orang dan atan dokumen vang dibawa
‘sebagatman dimaksud pada huruf c.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka alau sanksi.

J-  Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan tain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum vang dapat
dipertanggung jawabkan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

{1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam} bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi
yang tentang.

(2) Tindak pidana scbagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah
pelanggaran.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 37

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

menyangkut teknjs pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati. :
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(2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tabhun 1998 tentang Retribusi
Penggantian Biaya Cetak, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Cafatan

_ Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintabkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatarnya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas.
Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 29 Mei 2006
BUPATI MUSI RAWAS,
Dio
o RIDWAN MUKTI
Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 29 Mei 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,
Dio
MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TATUN 20606 NOMOR 3 SERIC
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